
 

 

 

 

BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 983 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 199                    
TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS                         

DINAS PADA DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS                                   
PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

KABUPATEN GARUT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  GARUT, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 

Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Dinas Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah 
menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada 
Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut             
Nomor 415 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas 

Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Garut; 

b. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan organisasi 

pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas sesuai dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 
Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali 
dan dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit 

Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Garut; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3647) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     
Nomor 5121); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia               

Tahun 2010 Nomor 310);  

11. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam  Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 

Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2014 Nomor 9); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga 

Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran 
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 
2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas 

Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2012 Nomor 8); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 
ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 199 TAHUN 
2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DINAS PADA DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA 
TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN 

GARUT. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana 
Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 415 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut               
Tahun 2015 Nomor 19), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 2 diubah dan ditambah 2 (dua) angka, yakni Angka 9 
dan Angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Garut. 

4. Bupati adalah Bupati Garut. 

5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut. 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah. 

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur 

pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 

diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam 
rangka kelancaran pelaksanan tugas Pemerintah. 

9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah 
setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan 
sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. 
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10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah 

suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, 
pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan 

perseorangan. 

2. Ketentuan ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan                         

1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: 

a. UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut; 

b. UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut; 

c. UPTD pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Garut; 

d. UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut; 

e. UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut; 

f. UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 
Kabupaten Garut; 

g. UPTD pada Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Kabupaten Garut; 

h. UPTD pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut; 

i. UPTD pada Dinas Kehutanan Kabupaten Garut; 

j. UPTD pada Dinas Perkebunan Kabupaten Garut; 

k. UPTD pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut; 

k1. UPTD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 
Garut; 

l. UPTD pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut; 

m. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Garut; 

n. UPTD pada Dinas Bina Marga Kabupaten Garut;  

o. UPTD pada Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Garut; 

p. UPTD pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Garut; dan 

q. UPTD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut. 

(2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari UPT pada Badan 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut. 

(3) Bagan struktur organisasi UPTD dan UPT sebagaimana dimaksud pada                   
ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 

Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 
dikecualikan untuk UPTD Puskesmas. 

(3a) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada                

ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA Peraturan Bupati yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(4) Wilayah kerja dan lokasi kantor dari UPTD dan UPT sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan 
Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 Pasal II  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

  Ditetapkan di Garut 
  pada tanggal 20 - 8 - 2015 

   B U P A T I  G A R U T,  

                                                                        t t d 

                         RUDY GUNAWAN 

 
Diundangkan di Garut 

pada tanggal 20 - 8 - 2015     

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,    

                                    t t d      

           I M A N  A L I R A H M A N 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2015 NOMOR 29  19   



 LAMPIRAN IA 
 PERATURAN BUPATI GARUT 

 NOMOR 983 TAHUN 2015 
 TANGGAL 20 - 8 - 2015 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS 

 
Kepala Puskesmas 

Penanggungjawab UKM 
Pengembangan 

Penanggungjawab UKM Esensial 

dan Keperawatan Kesehatan 

Masyarakat 

Pelayanan Promosi Kesehatan 

dan UKS 

Unit Pelaksana Teknis Fungsional 

Kepala Subbagian Tata Usaha 

Pelayanan Kesehatan Lingkungan 

Pelayanan KIA-KB yang bersifat 

UKM 

Pelayanan Gizi yang bersifat UKM 

Pelayanan Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 

Pelayanan Keperawatan 

Kesehatan Masyarakat 

Pelayanan Kesehatan Jiwa 

Pelayanan Kesehatan Gigi 

Masyarakat 

Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Komplementer 

Pelayanan Kesehatan Olahraga 

Pelayanan Kesehatan Indera 

Pelayanan Kesehatan Lansia 

Pelayanan Kesehatan Kerja 

Penanggungjawab UKP, 
Kefarmasian dan Laboratorium 

Pelayanan Pemeriksaan Umum 

Pelayanan Kesehatan Gigi                    
dan Mulut 

Pelayanan KIA-KB dan Persalinan 

Pelayanan Gawat Darurat 

Pelayanan Gizi Klinik 

Pelayanan Rawat Inap/PONED 

Pelayanan Kefarmasian 

Pelayanan 
Laboratorium/Penunjang 

Penanggungjawab Jaringan 

Pelayanan Puskesmas dan Jejaring 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Puskesmas Pembantu 

Puskesmas Keliling 

Bidan Desa 

Jejaring Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

B U P A T I  G A R U T, 

t t d 

RUDY GUNAWAN 



  

 


